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PALU, MERCUSUAR - Tahun
anggaran 2010 yang hlu, Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) Suk
teng belum membuat sembikan
Peraturan Gubernur (Pergub)
yang berkaitan dengan pengang-
garan. Hal ini menjadi temuan
dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI perwakilan Sulteng.

Kepah BPK RI Sulteng, Dadang
Gunawan mengatakan, pada ta-

. hunanggaran 2010 Pemprov se+
harusnya membuat sembilan
Pergub yang terdiri dari tiga
bidang.

Tiga bidang tersebut kata dia
yakni Bidang Perencanaan dan
penganggaran dua Pergub, Bi-
dang pelaksanaan dan penata-
usahaan APBD enam Pergub dan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
satu Pergub.

Menurutnya, produk hukum
yangbelum dibuat oleh Pemprov
Sulteng tersebut merupakan
temuan berulang dan diharapkan
untuk segera disusun Pergun

yang dimaksud tersebut.
Sementara itu, Kepal Biro (Ka-
ro) Hukum Setdaprov Sulteng,

Haris Yototemba mengatakan,

szat ini pihaknya telah bekerja
untuk menyusun sembilan Per-
gub yang belum dibuat pada
tahun 2010. '

Pengumpulan data kata dia,

sudah dilakukan dan nantinya
akan mebkukan pertemuan de-
ngan Biro keungan selaku ins-
tansi teknisnya. Haris menarget
kan pembuatan sembilan Perda
yang juga dirckomendasikan
oleh BKP RI perwakilan Sulteng
akan selesai paling lambat tiga
bulan kedepan.miv

PERGUB YANG BELUM DIBUAT TAHUN 2010

Bidang Perencanaan dan Penganggaran

1. Pergub tentang mekanisme pengelolaan anggaran kas daerah

2. Pergub tentang tata cara pergeseran anggaran

Bidang Pelaksanaan dan penatausahaan APBD

1. Pergub tentang tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran

2. Pergub tentang tata cara pengelolaan kas non anggaran

3. Pergub tentang mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan

pada SKPD

4. Pergub tentang tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban

penerimaan daerah

5. Pergub tentang ketentuan batas waktu penertiban dan sanksi
keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
6. Pergub tentang pelaksanaan belanja subsidi

Bidang Akuntansi dan pelaporan

1. Pergub tentang sistem akuntansi pemerintah daerah




                     






